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P U T U S A N 

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA MOROTAI 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT , di Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dalam 

hal ini memilih domisili elektronik dengan 

alamat e-mail: XXX @gmail.com sebagai 

Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT , di Kab. Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagai  

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

 

 

DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 02 

Januari 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan 

Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 

XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah 

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tobelo, Kabupaten 

Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, sebagaimana sesuai dengan 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 07 Februari 2015;  status 

Penggugat sebelum menikah adalah gadis, sedangkan status Tergugat 

sebelum menikah adalah duda dan memiliki 1 (satu) orang anak dari 

pernikahan sebelumnya;   

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di 

rumah bersama, di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera 

Utara, sampai tahun 2022, kemudian Pengggugat pindah dan tinggal di 

Desa XXX, Kecamatan Tobelo, (rumah kos-kosan) selama 2 bulan, 

kemudian Penggugat pindah lagi dan tinggal di Desa XXX, Kecamatan 

Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah kos-kosan) sampai sekarang;   

3. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan 

harmonis dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing 

bernama;      

3.1. Nama Anak 1, laki-laki, usia 7 tahun (saat ini anak dalam asuhan 

Tergugat);   

3.2. Nama Anak 2, perempuan, usia 5 tahun (anak ini dalam asuhan 

Penggugat);   

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun 

dan harmonis sejak awal tahun 2017, dikarenakan sering terjadi 

perselisihan di sebabkan;  Penggugat dan Tergugat sering berbeda 

pendapat sehingga terjadi percekcokan, dan Tergugat juga mudah emosi;   

5. Bahwa Puncak perselisihan terjadi sejak pertengahan tahun 2022, 

Penggugat sakit hati dengan sikap Tergugat yang marah-marah dengan 

suara besar di tempat umum, membuat Penggugat malu dan mengajak 

Tergugat untuk pulang dan menyelesaikannya di rumah, namun Tergugat 

masih terus marah-marah. keesokan harinya, Penggugat keluar dari rumah 

dan membawa anaknya yang kedua dan sudah tidak kembali sampai 

sekarang;   

6. Bahwa setelah hal tersebut, Penggugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan 

Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, (rumah kos-kosan), sedangkan 

Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera 
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Utara, (rumah sendiri), selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah 

tidak lagi menjalankan kewajiban suami istri selama 7 bulan;   

7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan 

biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000 , biaya pendidikan Rp. 1.000.000 dan 

kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir 

biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta 

rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk 

memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan 

melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut 

dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) 

persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;  

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasehati 

Penggugat dan Tergugat namun tidak ada jalan untuk merukunkan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat;   

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon 

kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis Hakim yang memeriksa 

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :  

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;   

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);   

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 

anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah 

Rp.3.000.000 ( Tiga Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui 

Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut 

dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 

(sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;   

   Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;   

Subsider:  

 Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya 

(ex aequo et bono);  

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah 

datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang 
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menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain  untuk menghadap 

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan 

(relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB Tanggal 03 Januari 2023 dan 10 

Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara 

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat 

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; 

Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalam 

status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin 

dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor XXX tanggal 11 November 2022 

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Halmahera Utara; 

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk 

tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; Bahwa perkara ini tidak dapat 

dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah 

dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan 

membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap 

dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak 

dicabut oleh Penggugat; 

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat 

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut : 

1. Bukti Surat. 

1.  Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Penggugat 

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tanggal 

06 Juli 2015 . Bukti tersebut telah bermeterei dan dinazzagelen serta 

telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda 

bukti P.1;  

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor 

Urusan Agama Kecamatan Tobelo, tanggal 07 Februari 2015. Bukti 

tersebut telah bermeterei dan dinazzagelen serta telah sesuai dengan 

aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;  

2.  Bukti Saksi. 
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Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut : 

− Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah teman dekat Penggugat; 

− Bahwa, saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah karena 

saksi mengenal Penggugat dan Tergugat Ketika keduanya sudah 

berstatus suami istri; 

− Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

− Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya 

rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak 

rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran; 

− Bahwa saksi sering mendengar dari cerita Penggugat kalau Penggugat 

sering bertengkar dengan Tergugat; 

− Bahwa, yang menjadi penyebab pertengkaran keduanya adalah masalah 

perbedaan pendapat tentang pembelian mobil;   

− Bahwa, Penggugat hanya ingin membeli Avanza saja akan tetapi 

Tergugat ingin membeli Hilux; 

− Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling 

mendiamkan dan tidak saling menyapa ketika saksi berkunjung ke rumah 

Penggugat dan Tergugat; 

− Bahwa saksi kemudian bertanya kepada Penggugat, dan Penggugat 

menjawab kalau sedang ada masalah dengan Tergugat; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 

(delapan) bulan yang lalu sampai sekarang; 

− Bahwa, Tergugat di Desa XXX sedangkan Penggugat di Desa XXX 

(kos-kosan); 

− Bahwa Tergugat masih sering memberikan uang kepada anak-anak 

Penggugat dan Tergugat; 

− Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil; 

− Bahwa keluarga Tergugat juga sudah pernah berusaha merukunkan 

keduanya akan tetapi tidak berhasil; 
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Saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya 

sebagai berikut : 

− Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi 

adalah teman Penggugat; 

− Bahwa, saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah di Tobelo; 

− Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah 

dikaruniai 2 (dua) orang anak; 

− Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya 

rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak 

rukun lagi karena sering cekcok; 

− Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Tergugat berbicara 

dengan suara keras kepada Penggugat sewaktu berada di depan kantor 

bupati akan tetapi saksi tidak tahu pasti masalahnya apa; 

− Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat mengajak Penggugat dan 

anak-anaknya untuk pulang dan meninggalkan saksi sendiri di tempat 

itu;   

− Bahwa, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat yang 

awalnya kelihatan baik-baik saja akan tetapi setelah lebaran tahun lalu 

Tergugat sudah mulai berbeda dari yang dahulu ; 

− Bahwa, dahulu Ketika Penggugat ada tamu dan Tergugat diminta tolong 

untuk membeli sesuatu di toko reaksinya baik-baik saja, tetapi akhir-akhir 

ini reaksinya sudah tidak baik lagi; 

− Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi masalah perbedaan 

pendapat tentang rumah dan mobil; 

− Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 8 

(delapan) bulan yang lalu sampai sekarang; 

− Bahwa, Tergugat di Desa XXX sedangkan Penggugat di Desa XXX 

(kos-kosan); 

− Bahwa selama pisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat 

masih saling mengantarkan anak-anaknya untuk saling bertemu ataupun 

menginap dengan Penggugat atau Tergugat; 

− Bahwa, saksi sering menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil; 
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya 

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;  

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat 

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

putusan ini;; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat 

telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan Gugatan perceraian, maka 

telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983  jo. 

Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990  jo. Surat Edaran BAKN Nomor 

48/SE/1990; 

Menimbang, bahwa dalam sidang pertama, Penggugat telah 

menyerahkan surat gugatan asli yang ternyata sesuai dengan yang terdaftar 

secara elektronik. Oleh karenanya, gugatan tersebut telah sesuai dengan 

maksud ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik; 

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.MORTB Tanggal 03 Januari 2023 dan 10 Januari 

2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi 

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut 

disebabkan oleh suatu alasan yang sah; Menimbang, bahwa Tergugat yang 

telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap 

persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut 

harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :  

 

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia 

dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.1/Pdt.G/2023/PA.MORTB. 

 

Qur-an II : 405) ; 

Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan 

cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat 

sehingga terjadi percekcokan, dan Tergugat juga mudah emosi, puncaknya 

terjadi pada pertengahan tahun 2022, Penggugat sakit hati dengan sikap 

Tergugat yang marah-marah dengan suara besar di tempat umum, membuat 

Penggugat malu dan mengajak Tergugat untuk pulang dan menyelesaikannya 

di rumah, namun Tergugat masih terus marah-marah. keesokan harinya, 

Penggugat keluar dari rumah dan membawa anaknya yang kedua dan sudah 

tidak kembali sampai sekarang; 

 

 

Analisis Pembuktian 

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau 

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena 

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara 

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan 

alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, 

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang 

saksi; 

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan bukti surat (P.2) telah 

bermeterai cukup telah di cap pos (nazegelen) dan telah dicocokan dengan 

aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi 

syarat formil dan materiil sebagaiman ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 

KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang 

sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat 

berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai, oleh karena itu 
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sesuai pasal 73 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan 

Agama Morotai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan 

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah 

pada tanggal 07 Februari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) 

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat 

sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in 

judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai 

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini  

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat 

juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah 

disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil; 

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penguggat sudah dewasa dan sudah 

disumpah, maka keterangan saksi-saksi terhadap posita  gugatan Penggugat, 

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil 

sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat  telah 

memberikan keterangan tentang pokok perkara yang  saling bersesuaian 

sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi 

Penggugat  tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima 

sebagai dasar pertimbangan hukum; 

Fakta Hukum 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis 

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum 

yang disimpulkan sebagai berikut: 

− Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah; 

− Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 

2 (dua) orang anak; 
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− Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 

disebabkan oleh terjadinya pertengkaran karena keduanya sering berbeda 

pendapat; 

− Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi 

kepada Penggugat; 

− Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat 

akan tetapi tidak berhasil 

Pertimbangan Petitum Perceraian 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi 

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi 

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, dan 

tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling 

mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai 

dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat 

diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga 

yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, 

mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, 

bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat 

menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah 

rumah tangga diadakan; 

 Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan 

untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan 

melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana 

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu 

bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan 

memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena 

itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka 

secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti 
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memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, 

 Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga 

Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang 

tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah 

tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh 

karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat 

terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, 

sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, 

Tergugat, maupun anak keturunannya; 

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti 

berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung 

Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, “Suami istri yang 

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, 

maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan 

cerai”; 

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 

halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim 

yang berbunyi sebagai berikut;  

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه 

 دوام ا لعثر ة بين امثالها ...و عجزي القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة بائنة 

Artinya:  Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk 

diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam 

perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di 

atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan 

rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan 

suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan 

talak satu bain;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi 

ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 
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huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Biaya Perkara  

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang 

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan 

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan 

kepada Penggugat;  

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum 

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;  

 

Amar Putusan 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap 

Penggugat (PENGGUGAT);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini 

sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah; 
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Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi 

bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Fahri Latukau, 

S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Moh Koirul 

Anam, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam 

sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri 

para Hakim Anggota tersebut dan Ruslan Lumaela, S.H. sebagai Panitera 

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. 

Ketua Majelis, 

 

 

 

Fahri Latukau, S.H.I 

Hakim Anggota,  

 

 

Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I 

Hakim Anggota, 

 

 

Moh Koirul Anam, S.H 

Panitera Pengganti, 

 

 

Ruslan Lumaela, S.H. 

 

Perincian biaya : 

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00 

-  Proses : Rp 100.000,00 

-  Panggilan : Rp 200.000,00 

-  PNBP : Rp 20.000,00 

-  Redaksi : Rp 10.000,00 

-  Meterai : Rp 10.000,00 

J u m l a h : Rp 370.000,00 

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). 
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